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PERATURAN DAERAHKABUPATEN MAROS 
NOMOR  15 TAHUN 2010 

 

TENTANG 

 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN 

TAHUN ANGGARAN 2010 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI MAROS, 

 
 

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi 

kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit 

organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang 

menyebabkan sisa lebih Tahun Anggaran, maka perlu dilakukan perubahan 

APBD Tahun Anggaran 2010; 

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD 

Tahun Anggaran 2010 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1822); 

  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3569);  

 3.  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);  

 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas 

Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 

Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);  

             5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Negara 

Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

             6.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

             7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

             8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

             9.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

SALINAN 
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           10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

           11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4548); 

 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

           13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4090); 

           14.  Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 

           15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 

           16.   Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 

dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Prubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); 

           17.  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

           18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

           19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

           20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

           21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

           22.  Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

           23.   Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

           24.  Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan 

dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585); 
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 25.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 

           26.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolah Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

           27.  Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS 

dan 

BUPATI MAROS 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapka  :  PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.    

 

 

Pasal 1 

 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010  semula berjumlah 

Rp. 541.423.790.481,00 Bertambah/berkurang sejumlah (Rp. 3.372.737.940,00) sehingga 

menjadi Rp. 538.051.052.541,00 dengan rincian sebagai berikut : 

 

1. Pendapatan 

a. Semula                                                        Rp. 564.903.998.500,00 

b. Bertambah/(berkurang)                             (Rp.   50.725.010.689,00) 

Jumlah Pendapatan setelah perubahan                                          Rp. 514.178.987.811,00 

 

2. Belanja 

a. Semula                                                        Rp. 541.423.790.481,00 

b. Bertambah/(berkurang)                             (Rp.     3.372.737.940,00 

Jumlah Belanja setelah perubahan                                           Rp. 538.051.052.541,00 

 

 Surplus/(Defisit) setelah Perubahan         (Rp.   23.872.064.730,00) 

 

3. Pembiayaan 

a. Penerimaan 

1). Semula                                             Rp.   32.900.000.000,00 

2). Bertambah/(berkurang)             Rp.   77.842.626.029,00 

Jumlah Penerimaan setelah perubahan                                     Rp. 110.724.626.029,00 

 

 

b. Pengeluaran  

1). Semula                                             Rp.   56.380.208.019,00 

2). Bertambah/(berkurang)                       Rp.   30.472.353.280,00 

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan                               Rp.  86.852.561.299,00 

Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan     Rp.  23.872.064.730,00 

Sisa Lebih Pembiayaan Setelah Perubahan                              Rp.                       0,00 
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Pasal 2 

 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. Pendapatan Asli Daerah 

    1) Semula                                             Rp.   58.057.393.000,00 

    2) Bertambah/(berkurang)                       Rp.   16.192.334.290,00 

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan              Rp.  41.865.058.710,00 

b. Dana Perimbangan 

    1) Semula                                             Rp.  429.492.935.999,00 

    2) Bertambah/(berkurang)                       Rp.     2.675.698.601,00 

    Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan             Rp.432.168.634.600,00 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 

     1) Semula                                              Rp.  77.353.669.501,00 

                2) Bertambah/(berkurang)                       (Rp. 37.208.375.000,00) 

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah                Rp.  40.145.294.501,00 

setelah perubahan 

 

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 

pendapatan : 

a. Pajak Daerah 

1) Semula                                             Rp.   14.033.000.000,00 

2) Bertambah/(berkurang)                      (Rp.    1.915.393.723,00 

    Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan                           Rp. 12.117.606.277,00 

b. Retribusi Daerah 

1) Semula                                             Rp.   30.860.770.000,00 

2) Bertambah/(berkurang)                      (Rp.  14.276.940.567,00 

    Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan                      Rp. 16.583.829.433,00 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 

1) Semula                                              Rp.   2.320.000.000,00 

                2) Bertambah/(berkurang)                        Rp. 0,00 

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang               Rp.   2.320.000.000,00 

Dipisahkan setelah perubahan 

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 

1) Semula                                              Rp.  10.843.623.000,00 

2) Bertambah/(berkurang)                        Rp.                     0,00 

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah                 Rp.  10.843.623.000,00 

setelah perubahan 

 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 

pendapatan: 

a. Dana Bagi Hasil 

1) Semula                                             Rp.   57.869.790.999,00 

2) Bertambah/(berkurang)                      (Rp.  22.869.790.999,00) 

Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahanRp.35.000.000.000,00 

b. Dana Alokasi Umum 

1) Semula                                              Rp.   325.251.145.000,00 

2) Bertambah/(berkurang)                       Rp.    25.545.489.600,00 

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan                  Rp.350.796.634.600,00 

c. Dana Alokasi Khusus 

1) Semula                                              Rp.     46.372.000.000,00 

2) Bertambah/(berkurang)                       Rp. ,00 

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan                 Rp. 46.372.000.000,00 

 

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri 

dari jenis pendapatan : 

a. Hibah 

1) Semula                                              Rp.     21.000.000.000,00 

2) Bertambah/(berkurang)                      (Rp.     21.000.000.000,00) 

Jumlah Hibah setelah perubahan                                        Rp.                       0,00 
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b. Dana Darurat 

1) Semula                                              Rp.                          0,00 

2) Bertambah/(berkurang)                      (Rp.                          0,00) 

Jumlah Dana Darurat setelah perubahan                             Rp.0,00 

c. Dana Bagi Hasil Pajak 

1) Semula                                              Rp.     19.550.000.000,00 

2) Bertambah/(berkurang)                       Rp.                          0,00 

Jumlah Hibah setelah perubahan                                        Rp.  19.550.000.000,00 

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 

     1) Semula                                              Rp.                     0,00 

                2) Bertambah/(berkurang)                        Rp.      2.934.000.000,00 

Jumlah Dana Penyesuaian dan otonomi                Rp.  2.934.000.000,00 

Khusussetelah perubahan 

e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah daerah lainnya 

1) Semula                                               Rp.    18.803.669.501,00 

2) Bertambah/(berkurang)                       (Rp.     7.400.000.000,00) 

Jumlah Dana Bantuan Keuangan dari                               

Propinsi atau dari Pemerintah daerah lainnya 

Setelah perubahan                                                             Rp.   11.403.669.501,00 

 

 

f. Dana Pengembalian TPTGR 

1) Semula                                              Rp.    18.000.000.000,00 

2) Bertambah/(berkurang)                       (Rp.    11.742.375.000,00) 

Jumlah Dana Pengembalian TPTGR setelah perubahan         Rp.    6.257.625.000,00 

 

 

Pasal 3 

 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari : 

a. Belanja Tidak Langsung 

1) Semula                                              Rp.   286.774.573.797,00 

2) Bertambah/(berkurang)                        Rp.    51.216.346.263,60 

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan                 Rp.  337.990.920.060,60 

b. Belanja Langsung 

1) Semula                                              Rp.   254.649.216.684,00 

2) Bertambah/(berkurang)                       (Rp.    54.589.084.203,60) 

Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan              Rp.200.060.132.480,40 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 

Belanja : 

a. Belanja Pegawai 

1) Semula                                              Rp.   230.824.573.797,00 

2) Bertambah/(berkurang)                        Rp.    67.655.275.650,60 

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan                              Rp.  298.479.849.447,60 

b. Belanja Bunga 

1) Semula                                              Rp.      2.000.000.000,00 

2) Bertambah/(berkurang)                       (Rp.     1.000.000.000,00) 

Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan                          Rp.    1.000.000.000,00 

c. Belanja Subsidi 

1) Semula                                              Rp.                          0,00 

2) Bertambah/(berkurang)                       Rp.                          0,00 

Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan                             Rp.                       0,00 

d. Belanja Hibah 

1) Semula                                              Rp.    20.000.000.000,00 

2) Bertambah/(berkurang)                        Rp.        219.666.750,00 

Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan                               Rp.   20.219.666.750,00 

e. Belanja Bantuan Sosial 

1) Semula                                              Rp.     5.630.000.000,00 

2) Bertambah/(berkurang)                        Rp.        850.715.900,00 

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan          Rp. 6.480.715.900,00 
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f. Belanja Bagi Hasil 

1) Semula                                              Rp.    820.000.000,00 

2) Bertambah/(berkurang)                       (Rp.   390.000.000,00) 

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan                           Rp.    430.000.000,00 

g. Belanja Bantuan Keuangan 

1) Semula                                              Rp.    25.000.000.000,00 

2) Bertambah/(berkurang)                       (Rp.   16.153.312.037,00) 

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan              Rp.  8.846.687.963,00 

h. Belanja Tidak Terduga 

1) Semula                                              Rp.     2.500.000.000,00 

2) Bertambah/(berkurang)                        Rp.         34.000.000,00 

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan                    Rp. 2.534.000.000,00 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja : 

a. Belanja Pegawai 

1) Semula                                              Rp.    24.845.912.999,50 

2) Bertambah/(berkurang)                       (Rp.     8.020.114.575,50) 

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan                                 Rp. 16.825.798.424,00 

b. Belanja Barang dan Jasa 

1) Semula                                              Rp.    96.388.987.252,50 

2) Bertambah/(berkurang)                       (Rp.     6.567.465.896,50) 

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan               Rp. 89.821.521.356,00 

c. Belanja Modal 

1) Semula                                              Rp.    133.414.316.432,00 

2) Bertambah/(berkurang)                       (Rp.     40.001.503.731,60) 

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan                                  Rp.   93.412.812.700,40 

 

 

Pasal 4 

 

(1) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Penerimaan : 

a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya 

1) Semula                                              Rp.     11.900.000.000,00 

2) Bertambah/(berkurang)                       (Rp.      8.656.118.700,00) 

Jumlah SILPA Tahun Anggaran  

sebelumnya setelah perubahanRp.  3.243.881.300,00 

b. Penerimaan Pinjaman Daerah 

1) Semula                                              Rp.     21.000.000.000,00 

2) Bertambah/(berkurang)                        Rp.    86.480.744.729,00 

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah 

setelah perubahan                                                                Rp.  107.480.744.729,00 

(2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan : 

a. Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah 

1) Semula                                              Rp.      2.500.000.000,00 

2) Bertambah/(berkurang)                       (Rp.     2.150.000.000,00) 

Jumlah Penyertaan Modal (investasi) 

pemerintah daerah setelah perubahan                                 Rp. 350.000.000,00 

b. Pembayaran Pokok Utang 

1) Semula                                              Rp.     53.880.208.019,00 

2) Bertambah/(berkurang)                        Rp.     32.622.353.280,00 

Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah perubahan               Rp.  86.502.561.299,00 

 

Pasal 5 

 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana 

dimaksud Pasal 1,tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari Peraturan Daerah ini terdiri dari : 

 

1. Lampiran I  Ringkasan Perubahan APBD 

2. Lampiran II  Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan 

Daerah,Organisasi SKPD 
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3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintah Daerah,Organisasi 

SKPD Pendapatan,Belaja dan Pembiayaan 

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; 

5. Lampiran V  Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan 

Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan 

Keuangan Negara; 

6. Lampiran VI  Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 

7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan  

Peraturan Daerah; 

8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum 

diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; 

9. Lampiran IX  Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. 

 

Pasal 6 

 

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan. 

 

Pasal 7 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros. 

 

        Ditetapkan di Maros 

        Pada tanggal, 22 Nopember 2010 

 

        BUPATI MAROS, 

 

TTD 

 

        H.M.HATTA RAHMAN 

 

 

 

Diundangkan di Maros 

Pada tanggal, 22 Nopember 2010 

 

SEKRETARIS DAERAH, 

 

           TTD 

 

Ir.H.BAHARUDDIN, MM 

Pangkat : Pembina Utama Madya 

Nip       : 19600909 198603 1 029 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2010    NOMOR 15 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM 

  

 

 

AGUSTAM,S.IP,M.Si 

Pangkat : Pembina TK.I (IV/b) 

Nip  : 19730820 199202 1 001 

 

 

 


